PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

L. Tambun Bungai No, 70 8 (0513321175 Fax ( 0513) 25466 Kode Pos. 73514
KUALA KAPUAS

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : Y ISK/DISDIK / 2015

TENTANG

PEMBERIAN LJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SAKA LAGUN KECAMATAN PULAU PETAK, KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,
Memperhatikan : 1. Surat Kepala TK SAKA LAGUN Desa Saka Lagun Kecamatan Pulau Petak
Nomor : 02/VIIITK-SKL/2015 tanggal 29 Juli 2015 tentang Permohonan ljin
Operasional Penyelenggaraan TK SAKA LAGUN Desa Saka Lagun Kecamatan
Pulau Petak.

2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Sakalagun  Kecamatan
Pulau Petak MNomor : 3SKB/PEM/SLAVIIF2015 tanggal 30 Juli 2015.

3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Saka Lagun Nomor
O4/SKB/PEM/SLI2015 tanggal 30 Juli 2015.

. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Petak Nomor
422/138/VIfUPT DISDIK/Z2015 tanggal 24 Agustus 2015

5. Surat Rekomendasi Camat Pulau Petak MNomor : 420/430/\111/Pel.Um.2015
tanggal 24 Agustus 2015.

bahwa Taman Kanak-Kanak sAKka LAGUN Kecamatan Pulau Petak Kabupaten
Kapuas telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat ljin Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,
periu menetapkan Surat Keputusan Kepale Dinas Pendidikan Kabupaten
Kapuas tentang ljin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
SAKA LAGUN Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat No.3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan Tengah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 8) sebagai Undang-
Undang { Lembaran Negara Republik indenesia Tahun 1959 No.72, Tembusan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4844),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1892 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3485),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor S0, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3763},

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/Macrasah (BAN-SM);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momaor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 66 Tahun 2010;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomaor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 128a/U/2004, tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Kabupaten Kapuas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaien Kapuas,

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang
FPenyaslenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

ljin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak SAKA LAGUN Kecamatan
Pulau Petak Kabupaten Kapuas.

. Dalam penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU mempunyai kewajiban antara |ain :

1. Waijib menyelengarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak.

2. Wajib membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku,
disarnpaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.

3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang teiah ditetapkan.

4. Waijib mengajukan permchonan perpanjangan { ljin Operasional yang baru)
selanbat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunyz ijin
operasional yang lama. )

5. Segala sesuatu yang berhubungan pembiayaan dan tenaga pendidik dan
Kependidikan Taman Kanak-Kanak adalah menjadi tanggung jawab Pimpinan
Lembaga yang bersangkutan.

. ljin Operasional berlaku selama 5 {lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan di

tinjau kembali setelah jangka 2 (dua) tahun sejalan perkembangan Lembaga
Taman Kanak-Kanak yvang bersangkutan.

: Apabila Lembaga Pendidikan pindah lokasiftempat maka ijin operasional

dinyatakan Tidak Berfaky.

. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki
saba_gaimana mestinya.

Ditetankan di o Kuala Kapuas
FPada tanggal : fp Oktober 2015

Menten Pendidikan dan Kepudayaan Rl di Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan Provingi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.

Camat Pulau Petak di Sei Tatas.

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Petak di Sei Tatas.

Kepala Desa Saka Lagun di Desa Saka Lagun.

Arsip.
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